BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas tentang Upaya

Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Oleh Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Di Kota Padang

Panjang, maka da Umvmsﬁﬂmﬁﬂﬁﬁ T §
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) sebagaimana

mereduksi indikator kekumuhan secara permanen karena terbentur pada
keterbatasan anggaran (APBD) dan karakteristik geografis yang
didominasi perbukitan terjal. Kondisi lahan yang sempit dan biaya
konstruksi infrastruktur komunal yang tinggi mengakibatkan intervensi
pemerintah hanya bersifat parsial ("tambal sulam") pada fisik bangunan

semata. Peneliti menyimpulkan bahwa kegagalan ini diperparah oleh
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ketiadaan Perda yang seharusnya menjadi payung hukum untuk mobilisasi
dana alternatif melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Tanpa
regulasi tersebut, Pemerintah Kota Padang Panjang kehilangan peluang
kolaborasi pembiayaan sektor swasta untuk mengatasi defisit anggaran

dalam menuntaskan permasalahan permukiman kumuh secara menyeluruh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan mengenai pembahasan terkait

Upaya Pence ahaM1man Kumuh Oleh Dinas
s e RS TS ANDATRR

Perumahpn, Kawésan-Peffiukiman Dan Lingkuagan Hidup Di Kota Padang

Panjang,|yaitu:

1.

Mengorong Pemeri bersam@ DPRD untuk

melal entukan Peraturan

Daerph| tentang Peffegaha ; Kualitas Permukiman

Kum

&

sah yuridis untuk

berikan mandat

Pemerintah Kota Padang Panjang disarankan untuk menginstitusikan
mekanisme sinkronisasi satu pintu antara dinas teknis dan pemangku
kepentingan dalam penyaluran dana aspirasi pembangunan. Setiap
pembangunan infrastruktur lingkungan harus merujuk pada Master Plan
yang komprehensif guna menjamin konektivitas spasial dan fungsional

antar kawasan. Selain itu, pemerintah daerah wajib memperluas ruang
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partisipasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang autentik,
sehingga penetapan kebijakan peningkatan kualitas memiliki akurasi data
yang tinggi dan mendapatkan legitimasi sosiologis yang kuat dari

masyarakat terdampak.

A S AN
UNIVERSITAS ANDALAg
=™ ™y

63



